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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GRESIK

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan  Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

A.1. Uraian Tugas dan Fungsi
Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik  mempunyai tugas untuk :  

 “Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil; 
2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis  di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
f. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g.  Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten;
e. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pelayanan pencatatan sipil.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten;
e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
c. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten;
e. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.




Tugas dan Fungsi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
b. Perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerjasa administrasi kependudukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
d. Pelaksanaan kerjasama di bidang administrasi kependudukan;
e. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
f. Pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi Pelayanan administrasi kependudukan;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.







A.2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik terdiri dari  :
1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, terdiri dari :
(a) Sub Bagian Perencanaan;
(b) Sub Bagian Keuangan;
(c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan, terdiri dari :
(a)	Seksi Identitas Penduduk;
(b) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
(a)	Seksi Kelahiran dan Kematian;
(b) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
5) Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan,  terdiri dari :
(a)	Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
(b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari ;
(a)	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
(b)	Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan..
7) Kelompok jabatan Fungsional.
8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.






Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :
 
 (
KEPALA 
DINAS
Sekretariat
Sub
bag
Perencanaan
Bidang 
Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang 
Pelayanan Pendaftaran P
enduduk
Seksi 
Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk
Seksi 
Identitas
 Penduduk
Subba
g
 
Umum dan Kepegawaian
Subbag
Keuangan
Seksi 
Perkawinan, Perceraian
, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
Seksi 
Kelahiran dan Kematian
Bidang
 
Pengelolaan
 Informasi Administrasi Kependudukan
Seksi 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Seksi 
Peng
olahan dan Penyajian Data Kependudukan
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang
 
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Seksi 
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Seksi 
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
)

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik



B. Sumber Daya SKPD 
B.1. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik memiliki  personil sebanyak 47 (limapuluh) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi sebagai berikut :

	Jumlah Pegawai SKPD  berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

	NO.
	URAIAN
	PENDIDIKAN
	JUMLAH

	
	Pangkat / Golongan Ruang 
	SD
	SMP
	SMA
	D3
	S1
	S2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Juru Muda (Ia)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Juru Muda Tingkat I (Ib)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Juru (Ic)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Juru Tingkat I (Id)
	
	
	1
	
	
	
	1

	2.
	Pengatur Muda (IIa)
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)
	
	
	3
	
	
	
	3

	
	Pengatur (IIc) 
	
	
	9
	
	
	
	9

	
	Pengatur Tingkat I (IId) 
	
	
	2
	2
	
	
	4

	3.
	Penata Muda (IIIa)
	
	
	2
	
	1
	
	3

	
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)
	
	
	4
	
	7
	1
	13

	
	Penata (IIIc)
	
	
	
	
	3
	
	3

	
	Penata Tingkat I (IIId)
	
	
	
	1
	3
	
	5

	4.
	Pembina (IVa)
	
	
	
	
	
	5
	6

	
	Pembina Tingkat I (IVb)
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	Pembina Utama Muda (IVc)
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Pembina Utama Madya (IVd)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pembina Utama (IVe)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH
	
	
	22
	3
	15
	7
	47

	






B.2. Sarana dan Prasarana
Sedangkan Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

	NO.
	
SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
	KONDISI
	 
KETERANGAN

	
	
	CUKUP BAIK
	KURANG BAIK
	JUMLAH
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Ruang Kerja
	5
	
	5
	

	2.
	Meja/Kursi Kerja
	187
	
	187
	

	3.
	Komputer 
	70
	
	70
	

	4.
	Kendaraan Operasional Roda 4
	8
	
	8
	

	5.
	Kendaraan Operasional Roda 2
	21
	
	21
	

	6.
	Mesin fotokopi
	2
	
	2
	

	7.
	Note Book / Lap Top
	21
	
	21
	

	8.
	Peralatan kantor lainnya
	65
	
	65
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	














C. Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , antara lain meliputi :
1. Penerbitan KTP/KTP-el;
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
3. Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
4. Penerbitan Akte Kelahiran;
5. Penerbitan Akte Kematian;
6. Penerbitan Akte Perkawinan dan Perceraian Non Muslim;
7. Pencatatan Pengangkatan, Pengesahan dan Pengakuan Anak;
8. Pencatatan Perubahan Nama;
9. Penerbitan KTP Orang Asing dan SKTT;
10. Pelayanan Surat Pindah Masuk/Keluar Penduduk;
11. Pelayanan verifikasi / validasi data ganda dan anomali;
12. Pelayanan Legalisir dokumen kependudukan.

Perlu diketahui bahwa masa periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang lalu adalah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015. Hal ini dikarenakan keberadaan dinas ini sebagai institusi sendiri yang terpisah dengan Dinas Sosial adalah mulai Tahun 2013, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik selama pelaksanaan Renstra Tahun 2013-2015, sesuai hasil evaluasi sampai dengan realisasi Tahun 2015 adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan dan tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Pendanaan, sebagai berikut : 








Cetak di File  EXCEL : Tabel 2.1.

































Cetak di File  EXCEL : Tabel 2.2.
























Dari hasil pencapaian kinerja pelayanan tersebut, dapat dilihat bahwa Indikator kinerja yang mencapai target antara lain : 
a. Terselenggaranya penyuluhan/sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan;
b. Terlaksananya pemeliharaan perangkat SIAK;
c. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kependudukan;
d. Tersedianya database kependudukan dan pencatatan sipil dalam SIAK;
e. Terwujudnya pelaporan kependudukan yang akurat dan konsisten secara berkala;
f. Tersedianya informasi dan data kependudukan.
Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan yang positif dari faktor-faktor yang terkait, seperti :
· SDM yang mendukung;
· Sarana prasarana yang cukup memadai;
· Anggaran yang mencukupi;
· Prosedur pelayanan yang familiar;
· Manajemen yang tertib.
Sedangkan Indikator kinerja yang belum mencapai target antara lain : 
a)	Persentase penduduk wajib KTP yang ber-KTP;
b) Persentase penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman e-KTP;
c) Persentase penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP dan telah memiliki e-KTP; dan
d) Tercetaknya Akte Catatan Sipil.
Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
· Dalam hal perekaman e-KTP; realisasinya memang masih dibawah target tapi tingkat capaiannya sudah diatas 94%(Kategori Baik), begitu juga dengan kepemilikan KTP yang tingkat capaiannya 97%, hampir sesuai target. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah cakupan kepemilikan e-KTP masih 78,39% dari Wajib KTP yang sudah rekam (Kategori Rendah); 
Hal ini disebabkan karena :
· Untuk indikator : Tercetaknya Akte Catatan Sipil, khususnya Akta Kelahiran; realisasinya selama 3 tahun ini selalu meningkat. Pada tahun 2015 realisasinya hampir 100% yaitu 98,71% dari target. Capaian persentase ini merupakan jumlah penerbitan per-tahun dibagi target per-tahun. Selama 3 tahun ini target per-tahunnya adalah penerbitan sebanyak 25.000 org. Sedangkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2015 masih mencapai 52,65% dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 th sebesar 58,12%.
Masih belum tercapainya beberapa indikator kinerja diatas, antara lain disebabkan oleh :
· Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi IT;
· Kurangnya peralatan cetak untuk KTP-el;
· Material blangko KTP-el yang didistribusi dari Pusat (Kemendagri) masih sangat kurang;
· Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan. 
Untuk pendanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 3 (tiga) tahun ini sudah teranggarkan dengan baik, meskipun masih ada beberapa usulan kegiatan yang harus ditunda penganggarannya karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Sedangkan realisasi penyerapannya selama 3 (tiga) tahun rata-rata sebesar 81,3 %. Penyerapan yang kurang maksimal tersebut disebabkan adanya kebijakan efisiensi, seperti : mengurangi kegiatan perjalanan dinas untuk studi banding, untuk konsultasi ke Pemerintah Pusat, mengurangi kegiatan rapat dan lain-lain serta efesiensi di belanja modal, barang dan jasa.
Pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendapatkan pendanaan dari Kemendagri RI berupa dana Tugas Pembantuan (TP). Dana APBN ini penganggarannya sifatnya topdown, sehingga seringkali mengakibatkan alokasi penganggarannya terjadi duplikasi dengan belanja kegiatan di APBD. Konsekwensinya untuk realisasi penyerapannya agak tersendat, karena perlu revisi dulu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Sehingga penyerapan dana ini menjadi kurang bisa optimal. 

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Melakukan analisis terhadap Renstra K/L (Kemendagri) dan Renstra SKPD Provinsi (Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur) bertujuan untuk mengidentifikasi Tantangan dan Peluang bagi pengembangan penyelenggaraan pelayanan, khususnya dalam hal ini adalah untuk pelayanan Administrasi Kependudukan pada tahun 2016-2021. Tantangan dan Peluang hasil identifikasi tersebut akan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan dalam Renstra Dispendukcapil Tahun 2016-2021. Hal tersebut dilakukan untuk harmonisasi dan sinergitas antara Renstra Dispendukcapil Tahun 2016-2021 dengan Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019 dan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta untuk mencegah tumpang tindih program dan kegiatan. 
Proses analisis dilakukan dengan mengidentikasi hal-hal yang merupakan tugas dan fungsi Dispendukcapil, yaitu pada : Isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas serta indikatornya nya.
1. Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019.
Salahsatu permasalahan yang menjadi isu strategis Renstra Kemendagri Tahun 2016-2021 adalah “Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan dan tindaklanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan”.
Pernyataan tujuan jangka menengah yang dilakukan untuk menangani isu strategis itu adalah “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” 
Sasaran jangka menengah yang diharapkan dapat dihasilkan dari pelaksanaan tujuan itu adalah :
a. 	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- dengan indikator:
1.	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat
Target Tahun 2015 : 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota
Target Tahun 2019 : 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota 
2. Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran
Target Tahun 2015 : 75 %
Target Tahun 2019 : 85 %
b.	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- dengan indikator:
1.	Peningkatkan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat
- Target Tahun 2015 : 21 lembaga
- Target Tahun 2019 : 40 lembaga (kumulatif) 
2. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada serentak
· Target Tahun 2015 : 269 daerah
· Target Tahun 2019 : 541 daerah (kumulatif)
Sedangkan Arah Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah itu adalah dengan :
Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi :
a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
Sejalan dengan sasaran diatas, salah satu Agenda Nasional yang juga menjadi prioritas Pembangunan pada Tahun 2015-2019 dalam menangani Urusan Kependudukan yaitu : Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama untuk menghadirkan Negara yang bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui Pelayanan Pencatatan Sipil. Juga diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang menetapkan target nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0 s/d kurang dari 18 tahun), yaitu :
1. Pada tahun 2015 : 75 %;
2. Pada tahun 2016 : 77,5 %;
3. Pada tahun 2017 : 80 %;
4. Pada tahun 2018 : 82,5 %;
5. Pada tahun 2019 : 85 %.
Selain itu dalam rangka meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya pada anak; pada tanggal 14 Januari 2016 Pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 tahun.

2. Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. 
Salahsatu permasalahan yang menjadi Isu Strategis Pelayanan Disnakertransduk adalah “Database kependudukan belum sepenuhnya akurat”. Untuk menangani isu tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikatornya, juga ditentukan kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran itu. Rumusan-rumusannya   adalah sebagai berikut :

	.MISI V	:   Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang profesional.

	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan

	Meningkatnya akurasi data kependudukan.
	% Data penduduk yang akurat

	Memperkuat jaringan data kependudukan.
	Fasilitasi dan pembinaan administrasi kependudukan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan.




Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	
0 (2013)
	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

	
	
	
	
	2014
	1 (2015)
	2 (2016)
	3 (2017)
	4 (2018)
	5 (2019)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan.
	Meningkatnya akurasi data penduduk.
	% data penduduk yang akurat.
	92,28%
	98,48%
	98,79%
	99,09%
	99,39%
	99,70%
	100,00%



Program dan Kegiatan 
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

	PROGRAM/KEGIATAN
	INDIKATOR SASARAN
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	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
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	1 (2015)
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	3 (2017)
	4 (2018)
	5 (2019)
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	Penataan administrasi  kependudukan.
	% kepemilikan dokumen kependudukan :

	
	
	
	
	
	
	

	
	· e-KTP
	
	88,05%
	90%
	92%
	92%
	95%
	95%

	
	· Akta kelahiran
	
	54,00%
	65%
	73%
	80%
	85%
	90%

	
	· Akta kematian
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[bookmark: _GoBack]Pernyataan – pernyataan tersebut diatas; yang menjadi isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator yang ingin dihasilkan atau dicapai, kebijakan dan strategi yang dilakukan, dan target capaiannya; baik dari Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019 maupun dari Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur adalah merupakan tantangan dan peluang pelayanan yang dapat dijadikan sebagai masukan yang harus diharmonisasi dan disinergikan dalam rumusan perencanaan Renstra Dispendukcapil Tahun 2016-2021, sehingga capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dispendukcapil dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Lembaga diatasnya.
Dari analisis tersebut dapat disimpulkan tantangan dan peluang yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Renstra Dispendukcapil, antara lain :
1. Pemerintah Pusat dalam 5 (lima) tahun kedepan mempunyai agenda pembangunan atau  tujuan yang menghasilkan sasaran : Meningkatnya kualitas dan pendayagunaan database kependudukan untuk pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional, yang indikatornya antara lain :
· Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran;
· Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat;
· Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada serentak;
· Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun ke depan mengagendakan pencapaian tujuan dan sasaran yaitu meningkatnya akurasi data penduduk; dengan indikator keberhasilan :
- % kepemilikan dokumen e-KTP;
- % kepemilikan dokumen akta kelahiran;
- % kepemilikan dokumen akta kematian.
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